Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Pembatalan Perjanjian Waralaba Y ang Tidak Memenuhi Ketentuan
Hukum Waralaba (Studi Kasus TerhadaB Putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta Nomor 321/PDT/2021/PT. K[I) = Nullification Of
Franchise Agreement That Does Not Meet The Provisions Of
Franchising Regulation (Study Case On The Decision Of High Court Of
DKI Jakarta Number 321/PDT/2021/PT.DKI)

Alfian Anditya, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=9999920518960& | okasi=lokal

Kerja sama waralaba pada prinsipnyaialah skema usaha yang dilaksanakan oleh perseorangan atau badan
usaha melalui pemanfaatan sistem bisnis dengan ciri khas usaha yang telah dikembangkan oleh pelaku usaha
berpengalaman dalam rangka pemasaran barang dan/atau jasa. Kerja sama tersebut haruslah didasarkan pada
suatu perjanjian waralaba yang telah disusun para pihak dengan memperhatikan ketentuan penyelenggaraan
waralaba yang telah diatur oleh Pemerintah. Ketidak-patuhan penyusunan perjanjian waral aba terhadap
ketentuan dimaksud sejatinya akan mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum,
akan tetapi implementasinya dalam praktek peradilan kerap kali tidak sesuai dengan norma hukum yang
seharusnya berlaku. Salah satu contoh dari permasalahan ini terlihat dalam kasus waralaba “HH” di mana
terdapat suatu perjanjian waralaba yang dinilai penerima waralabanya sebagal perjanjian yang cacat hukum
berikut digugat ke pengadilan untuk dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi gugatan tersebut tidak
dikabulkan oleh hakim yang |ebih mengedepankan pemenuhan unsur kesepakatan para pihak sebagaimana
ditemukan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 321/PDT/2021/PT.DKI. Berkaca pada
kasus waralaba HH, penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim terhadap materi gugatan pembatalan
perjanjian waralaba yang digjukan oleh penerimawaralaba HH serta konsekuens yang timbul bagi para
pihak apabila perjanjian yang bermasalah tersebut tetap berlaku. Untuk menjawab permasalahan dimaksud,
penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris guna
menjelaskan dan menganalisis fakta hukum yang ada dalam contoh yang diangkat berdasarkan ketentuan
hukum perjanjian dan peraturan waralaba yang berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada pengkajian atas
masalah tersebut, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim yang kurang
memperhatikan aspek kepatuhan hukum dalam perjanjian waralaba HH merupakan suatu pertimbangan
yang keliru serta keabsahan perjanjian dimaksud dapat menimbulkan berbagai macam konsekuensi
komersial maupun hukum bagi para pihak. Adapun saran yang dapat diberikan berupa pentingnya kehati-
hatian dalam melakukan penyusunan perjanjian berikut memastikan telah dimuatnya klausula pembatalan
perjanjian secarategas. Lebih lanjut, penggunaan jasa profesi hukum penunjang dalam pembuatan
perjanjian waralaba dapat menjadi opsi guna memastikan terwujudnya ketaatan hukum dari perjanjian
waralaba yang dibuat.

...... In principal franchise is a business scheme that is implemented by individuals or business entity through
the utilization of a business system with specific business characteristic that is devel oped by an experienced
business player in the context of marketing of goods and/or service. Such cooperation must be based on a
franchise agreement that has been prepared by the parties with due observance on franchise provisions that
have been regulated by the Government. |ncompliance against the regarding regulation during the
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preparation of franchise agreement will result for such agreement to be null and void, yet its implementation
injudicia practicesis often not in accordance with the legal norms that should be applied. One example of
this problem can be seen in the “HH” franchise case where there is a franchise agreement that is considered
to be legally defective by the franchisee and further sued to the court to be declared null and void, yet such
lawsuit was not granted by the judge who prioritized the fulfillment of consensuality between the parties as
found in the Decision of High Court of DKI Jakarta Number 321/PDT/2021/PT.DKI. Reflecting on the HH
franchise case, this research analyze the judge’ s consideration of the substance of the HH franchisee’s
lawsuit and the consequences for the parties if such agreement remainsin effect. To answer thisissue, this
research use a judicial normative approach with an explanatory type of research to explain and analyze the
legal facts that exist in the case based on the provisions of contract law and franchise regulations that
prevailed in Indonesia. By referring to the study on the given issue, this research concludes that the
consideration of the judge who pays less attention to the aspect of legal compliance in the HH franchise
agreement shall be considered to be inaccurate and the validity of such agreement results for various
commercia and legal consequences for the parties. The advice that can be given from this case is the
importance of caution in drafting a franchise agreement and ensure that the cancellation clause is expressly
included in the agreement. Further, the use of supporting legal profession in making franchise agreement can
be an option to ensure the realization of the agreement’ s legal compliance.



